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WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR S& TAHUN 2011 

TENTANG 

TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 
37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimplnan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, pertu merubah dan meninjau kemball Peraturan Walikota 
Palembang Nomor 23 Tahun 2011 Tanggal 24 Februari 2011, guna disesualkan 
besaran tunjangan perumahan bagl Anggota Dewan Perwakllan Rakyat Oaerah Kota 
Palembang dengan keadaan saat mi, 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga1mana dimaksud dalam huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Tunjangan Perumahan Anggota 
Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kota Palembang. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 !entang Pembentukan Oa~mlh Tingkat ti 
dan Kotapraja di Sumatcr::i Selaten (Lembaran Negara RI T;;,hun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4288), 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR 
DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4310). 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pert>endaharaan Negara 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4355): 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lernbaran Negara RI Nomor 4389). 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66. 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400), 

7 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemertntahan Daerah (Lembaran 
Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) 
sebagaimana telah dlubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang,-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844). 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemenntah Pusal dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 
Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 

9. Peraturan P-emennlah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Prolokoler dan 
Keuangan, P1mp1nan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan l.embaran Negara RI Nomor 4416). sebagaimana telah 
d1ubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerfntah Nomor 21 Tahun 2007 
Tambahan Lembaran Neg,1ra RI Nomor 47); 



Menetapkan 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4844); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Oaerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 

12. Peraturan Menleri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraluran 
Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pe<!Oman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13 Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 1 Tahun 2005 tenting tenlang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Plmpinan dan Anggota DPRD Kota Palembang (Lembaran 
Daerah Ko~ Palembang Tahun 2005 Nomor 1), sebagalmana l.elah diubah dengan 
Peraturan Oaerah Kola Palembang Nomor 7 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kola 
Palembang Tahun 2006 Nornor 7) sebagaimana telah d1ubah kedua kah dengan 
Peraturan Daer:ah Kola Palembang Nornor 15 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kola 
Palembang Tahun 2006 Nomor 15), 

14. Peraluran Daerah Kola Palembang Nomor 6 Tahull 2008 tentang Urusan 
Pemerinlahan Kota Palembang (Lembaran Oaerah Kota Palembang Tahun 2008 
Nomor6); 

15 Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, 
Susunan Organisasl dan Tata Kerja Sekretanat Daerah Kota Palembang, Sekretanat 
Dewan Perwakllan Rakyat Daereh Kota Palembang dan Star Ahli (Lembaran Daerah 
Kola Palembang Tahun 2008 Nomor 8); 

16 Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran 
Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 8); 

17 . Peraturan Walikola Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tenlang penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan BelanJa Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2011 (Senta 
o aerah Kola Palembang Tahun 2011 Nomor 14); 

18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang No 1 Tahun 2010 
tentang Peraturan Tata Tertlb Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang 
(Serita Daerah Kola Palembang Tahun 2010 Nomor ... ) 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WAUKOTA PALEMBANG TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH KOTA PALEMBANG 

SABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Wallkota lni, yang dimal<Sud dengan • 
1. Daerah adalah Kola Palembang 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kola Palembang 

3. Walikola adalah Wahkota Palembang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Kola Palembang yang selanjutnya disingkat 
DPRD Kota Palembang adalah Dew'd.11 Perwakllan Ra~yat Daerah Kola Palembang 

s. P1mpinan OPRD adalah Ketua dan Wakif.wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 

Qaerah t<ota Palembang. 

e Anggota OPRO adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagat anggora 
DPRO Kota Palembang 

7. Sekretariat OPRO adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Palembang, 



BAB II 

TUNJANGANPE~UMAHAN 

Pasal 2 

(1) Dalam hal Pemerintah Kola Palembang, belum dapat menyediakan rumah dlnas 
Anggota DPRD Kota Palembang, kepada yang be<sangkutan diberikan tunjangan 
Perumahan. 

(2) Tunjangan Perumahan bagi Anggota OPRD Kola Palembang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diberil<an dalam benluk uang, maslng-masing sebesar : 

a . Ke1ua .. ·············--· ··-- ·· 
b. Wakil Keb.Ja ·-·····-·-·---
c. Anggota ..................... .. 

Rp. 14.500.000,-/bulan 
Rp. 14.000.000,-/bUlan 
Rp. 13.500.000,-/bulan 

(3) Tunjanga.n Perurnahan sebagalmana dimaksud pada ayat (2), termasuk Pajak 
Penghasllan (PPh) Pasal 21 sebesar 15% dipotoog langsung oleh Bendahara 
Pengeluaran Sekretariat DPRD pada waktu tunjangan perumahan tersebut 
diterima Anggota DPRD Kola Palembang 

BAB Ill 

PENUTUP 

Pasal 3 

Dengan ber1skunya Peraluran ini, maka Peraturan Wafikota Palembang Nomor 23 
Tshun 2011 tenJang Tun)angan Perumahan Anggota Dewan Perwaktlan Rakyat 
Daersh Kota Palembang (Beffta Daerah Kola Palembang Tahun 2011 Nomor 23). 
dicabUt dan dinyatakan tidak berlakll. 

Pasal 4 

Peraturan ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peratu:ran inl, 
dengan penempal.annya dalam Beri1a Oaerah Kota Palembang 
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Ditet.apkan di Palembang 
pada tanggal S ~.._~ 2011 


